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ABSRTRAK 

ZULQARNAIN MUHAMAD (NIM : (271413241) 2017. ”TINJAUAN 

HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI 

KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO 

DITINJAU DARI PASL 519 KUH PERDATA”. Dibimbing oleh masing-

masing Pembimbing I : NIRWAN JUNUS, SH., MH dan Pembimbing II : 

DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Gorontalo. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum 

Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten 

Bone Bolango di Tinjau dari Pasal 519 KUH Perdata dan untuk mengetahui 

Upaya Hukum Apa yang dilakukan untuk Menghentikan Pertambangan Pasir 

Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. 

 Hasil penelitian menunjukan, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 519 yang menjelaskan bahwa “ada 

barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik 

persekutuan atau milik perorangan” ini menjelaskan semua aktifitas 

Pertambangan dalam konteks bahan galian kedalam tanah ketika tidak dimiliki 

oleh siapapun harus dikembalikan kepada Negara. Namun hal ini tidak sesuai 

dengan isi dari Kitab Undang-Undang tersebut, pasalnya pertambangan yang telah 

berlangsung dari Tahun 2014 masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku sehingga aktifitas pertambangan masih berlangsung hingga saat ini. 

 Adapun upaya yang dilakukan untuk menghentikan Pertambangan Pasir 

Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge antara lain, adanyan Peraturan Daerah Bone 

Bolango yang mengatur tentang kawasan lindung, pengawasan dan pencegahan. 

Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone 

Bolango masih di lematis untuk menghentikan pertambangan tersebut, apabila 

dihentikan maka akan terjadi pengangguran di Kecamatan Botupingge dan apabila 

tidak dihentikan akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan,seperti tanah longsor. 

 

KATA KUNCI: Pertambangan, Pasir, Tanpa izin 

 

 

 

 

 

 



 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT. 

akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka 

berdirilah. Niscaya Allah SWT. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 

SWT. Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah/58: 11) 

 

“Iman tanpa pengorbanan adalah sesuatu hal yang Mustahil 

untuk dicapai”. 

(Zulqarnain Muhamad) 

 

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta 

“(Almarhum) Abd.Rahim Muhamad” Sang Inspirator terbaik 

sepanjang masa dan kepada Ibunda Tercinta “Saida Toonaw” 

Sang Malaikat tanpa Sayap. 

 

Untuk kakak-kakaku yang selalu mendoakanku untuk menjadi 

orang yang sukses. 

 
Teruntuk dirimu yang masih menjadi rahasia 
ALLAH S.W.T SKRIPSI ini saya Dedikasikan 

untukmu 
 

 

ALMAMATERKU MERAH MARON, KAMPUS PERADABAN 

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 

TEMPATKU MENIMBA ILMU 
 



KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya 

Peneliti dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul 

penelitian yakni: “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN 

PASIR TANPAA IZIN DI KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN 

BONE BOLANGO DITINJAU DARI PASAL 519 KUH PERDATA”, yang 

merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai 

hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan 

penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik 

dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.  

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya 

kepada Pembimbing I : NIRWAN JUNUS, SH., MH dan Pembimbing II : 

DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH yang tidak pernah berhenti 

membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah 

ini. 

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada 

yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Gorontalo. 

2. Prof. Dr. Hi. Mahludin H. Baruadi, M.P, selaku Wakil Rektor I, Supardi Nani, 

S.E. M.Si, selaku Wakil Rektor II, Dr. Fence M. Yantu, SH., MH, selaku 
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